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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini dilakukan terhadap kinerja Unit Pelayanan Publik di 
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Penelitian terhadap 
kinerja di Unit Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dilakukan 

dengan menggunakan unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Unsur 
tersebut terdiri dari : ((1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur Pelayanan, 

(3) Waktu penyeleseian pelayanan, (4) Kewajaran Biaya/Tarif  Pelayanan (5) 
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana Pelayanan, (7) 
Perilaku Pelaksana pelayanan, (8) Sarana dan Prasarana, (9) Penanganan 

Pengaduan, Saran, dan masukan, (10) Kemudahan Mendapatkan Informasi 
Pelayanan, (11) Kesesuaian Jadwal Pelayanan, (12) Keamanan Pelayanan, 

dan (13) Kenyamanan Lingkungan Pelayanan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode survey Simple Random 

Sampling pada pengguna pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga 
Berencana. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuisioner dan wawancara secara langsung. Teknis analisis yang digunakan 

adalah analisis indeks tertimbang dan analisis nilai SKM. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur pelayanan berada 

di atas skala 3,0644 kecuali unsur Waktu penyeleseian Pelayanan yang 
berada dalam kategori “Kurang Baik”.  

 
Nilai SKM secara keseluruhan adalah  :   3,22 

 

dan jika dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 80,43 
 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di Unit 
Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

termasuk kategori BAIK. 

 
Mutu Pelayanan adalah kategori B 

 

Nilai Interval 

SKM 

Nilai Interval 

Konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D TIDAK BAIK 

2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C KURANG BAIK 

3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B BAIK 

3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A SANGAT BAIK 
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KATA PENGANTAR 

 

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat 

disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik 

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu 

negara kesejahteraan (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara telah ditetapkan. 

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki 

pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan 

pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak 

sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama 

ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah 

sebagai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan 

masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Atas pemikiran tersebut maka Dinas Kesehatan Dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun selaku penyelenggara pelayanan publik melakukan 

kerjasama dengan CV. INSANIKA  selaku unsur pelaksana dalam 

melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit pelayanan  Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku Penyedia Layanan Publik (Public 

Services Provider). 

Melalui hasil survey ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit pelayanan Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat 

kepada Pemerintah Kota Madiun khususnya unit pelayanan Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana dimasa yang akan datang dan kami mohon kepada 

semua pihak agar dapat memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya 
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membangun terhadap hasil survey kepuasan masyarakat ini, agar dapat 

memperbaiki tingkat kesalahan serta menjadi pedoman kepada semua pihak. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak  

yang telah banyak membantu hingga tersusunnya laporan Survey Kepuasan 

Masyarakat tahun 2019. Akhirnya harapan kami agar buku ini dapat 

bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya instansi terkait penyedia 

layanan publik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah. 

 

 MADIUN, 20 MEI 2019 

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN 
KELUARGA BERENCANA 

KOTA MADIUN 

 

 

 

 
dr. AS WARDANI, M,Mkes 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19630106 198903 2 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017, Pasal 1, Ayat 1 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara Pelayanan Publik 

wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 

(satu) kali setahun.  

Selain itu, data Survei Kepuasan Masyarakat akan dapat 

menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu 

perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan 

antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas publik selanjutnya. 
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Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur 

Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga 

belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. 

 Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 

mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara 

perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik 

terhadap Aparatur Pemerintah. 

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum 

dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan 

secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Pemerintah  Di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun karena kualitas 

kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya 

pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui 

surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan 

mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, 

terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak 

menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak 

dijumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang 

berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah  dalam 

berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti 

yang diharapkan. 

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum pemerintah di mata 

masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi 

daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat 

serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma 

baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. 

Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. 
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Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani 

masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan 

publik.  

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ini 

Tim Survei dan Pengolah Data Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun  bekerjasama dengan CV. 

INSANIKA telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan pada Unit pelayanan  Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis 

untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui Survei 

Kepuasaan Masyarakat. 

 

 1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. 

2. Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009  

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur 

Pemerintah kepada Masyarakat. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi 

dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan. 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik Secara 

Nasional. 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

 

1.3 Pengertian Umum 

Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian 

yang perlu dijelaskan yaitu : 

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang 

tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang 

dibentuk berdasarkan   undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. 

c. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. 
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d. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang,  

jasa, dan/atau pelayanan administratif  yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

e. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada 

instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara 

langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada 

penerima pelayanan. 

f. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

g. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga 

instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

h. Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

i. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau 

sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan 

publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel 

penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja. 

k. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat 

pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang 

pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan. 
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1.4 Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Maksud dan tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 

adalah : 

1.  Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja penyelenggara 

pelayanan publik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun, Survei Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran 

tentang kinerja penyelenggara pelayanan publik  yang dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan 

dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil 

pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada 

penyelenggara Unit pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun sebagai salah satu unit penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggaraan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh Unit pelayanan Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun. 

6.  Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan 

yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu 

persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan. 
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7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan Unit pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kota Madiun. 

8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Unit 

pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

1.5  Sasaran 

Untuk sasaran Survei ini adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

4. Penataan sistem , mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga 

pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya 

guna dan berhasil guna. 

5. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.  

 

1.6  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 

penyelenggara pelayanan publik di  Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun. Sedangkan ruang lingkup indikator/unsur yang 

disurvei mendasarkan Dalam Permen PAN & RB Nomor : 14 Tahun 

2017, pada lampiran BAB I poin “F” Unsur Survei Kepuasan Masyarakat  

memuat 9 unsur Ditambah  4 unsur tambahan, yaitu : 
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1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif; 

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan; 

3. Waktu penyeleseian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan; 

4. Biaya / tarif, adalah ongkos yang dikenakan pada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 

5. Produk spesifikasi jenis layanan, adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan 

pengalaman; 

7. Perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan; 

8. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 

Prasarana  adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (gedung); 

9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 
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10. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan, yaitu tahapan-

tahapan atau cara-cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat apakah sederhana atau rumit; 

11. Kesesuaian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan; 

13. Kenyamanan Lingkungan Pelayanan, yaitu kondisi sarana dan 

prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 

 

1.7 Manfaat 

Survei  Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat 

penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. 

2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan 

pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan 

oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur 

dalam penyelenggara pelayanan publik. 

5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh 

masyarakat. 
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6. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna 

penetapan kebijakan pada masa yang akan datang. 

7. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan 

dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 

8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

9. Diketahuinya Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap 

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelayanan Di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

 

1.8 Hasil Yang Ingin Dicapai 

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data 

dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang dilaksanakan oleh Unit pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun melalui nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta 

saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian dan Unsur-unsur dalam SKM  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB RI) Nomor 16 

tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggara pelayanan Publik , pasal 1 yang dimaksud Survei Kepuasan 

Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 

pendapat masyarakat. Sedangkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah 

faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggara pelayanan publik. 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB RI) Nomor : 14 Tahun 

2017, Pasal 1 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan 

Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. 

Ayat (2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik 

adalah melakukan SKM kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan 

publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka 

SKM dapat menggunakan metode dan teknik Survei yang sesuai. 

 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang 

dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara 

pelayanan publik. Dalam Permen PAN & RB Nomor : 14 Tahun 2017, pada 

lampiran BAB I poin “F” Unsur Survei Kepuasan Masyarakat  memuat 9 unsur 

pelayanan yang harus diukur, dan ditambah 4 unsur tambahan, yaitu :  
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1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif; 

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan; 

3. Waktu penyeleseian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan; 

4. Biaya / tarif, adalah ongkos yang dikenakan pada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 

5. Produk spesifikasi jenis layanan, adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan 

pengalaman; 

7. Perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan; 

8. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 

Prasarana  adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (gedung); 
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9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 

10. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan, yaitu tahapan-

tahapan atau cara-cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat apakah sederhana atau rumit; 

11. Kesesuaian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 

 

2.2. Mutu Pelayanan Publik   

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan 

publik. Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan 

kepada publik didasarkan pada standar pelayanan yang telah ditentukan. 

Standar pelayanan digunakan sebagai tolok ukur dan acuan dalam penilaian 

pelayanan dalam rangka perwujudan pelayanan yang berkulaitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur. Kepmen PAN no. 63 tahun 2004 mengatur 

bahwa kualitas pelayanan publik harus diberikan secara prima kepada 

masyarakat yang berasaskan pada :  

a. Tranparansi, atau memiliki sifat keterbukaan.  

b. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan.  
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c. Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip 

efisiensi dan efektifitas.  

d. Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat.  

e. Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif.  

f. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak pemberi 

layanan dan pihak penerima layanan.   

 

2.3. Kualitas Pelayanan Pegawai Pelayanan publik  

Kualitas Pelayanan Pegawai Pelayanan Publik berasal dari dua buah 

kata yaitu pelayanan dan publik. Pelayanan dapat diartikan sebagai usaha 

melayani kebutuhan sesorang, sedangkan publik adalah masyarakat atau 

rakyat. Sehingga pengertian pelayanan publik adalah usaha melayani 

kebutuhan masyarakat atau rakyat. Istilah pelayanan publik dalam 

pemerintahan dikenal dengan istilah pelayanan umum. Fungsi pemerintah 

adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menyediakan 

pelayanan publik (public services) berupa barang dan jasa publik. 

Pemerintah dibentuk bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2002: 11).  

Oleh karena itu, birokrasi publik atau aparatur pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan secara 

baik dan profesional. Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan haruslah pelayanan yang baik dan 

profesional. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur 

pemerintah/ birokrasi harus memenuhi tiga fungsi berikut ini :  

(1) public service function (fungsi pelayanan masyarakat),  

(2) development function (fungsi pembangunan), dan  

(3) protection function (fungsi pedindungan) (INDEF, 1992 : 12).  

Tiga fungsi utama  tersebut harus dijalankan oleh pemerintah tanpa 
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memandang tingkatannya.  

Definisi Pelayanan yang sangat sederhana diberikan oleh Ivancevich, 

Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam (Ratminto dan Winarsih, 2008: 2) yaitu “ 

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatannya”.  

Definisi lain tentang pelayanan disampaikan oleh Gronroos dalam 

(Ratminto dan Winarsih, 2008: 2) sebagaimana dikutip dibawah ini :“ 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”.  

Definisi diatas memberikan kesimpulan bahwa ciri pokok dari 

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 

upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh pihak 

penyelenggara pelayanan.  

Sementara itu pelayanan publik adalah “Segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang- undangan” (Mahmudi, 2005: 229).   

Menurut Lewis dan Stuart (2005: 9) ruang lingkup pelayanan publik 

dapat dilihat dari pernyataan berikut:“ Public Service refers to agencies and 

activities tending toward the public side of the continuum. In actuality there 

is no clear division between public  and private. Public service includes quasy 

governmental agencies and the many non profit organization devoted to 

community services and to the public interest”. Pelayanan publik mengacu 

pada agen dan serangkaian aktivitas yang diarahkan pada sisi publik. Tetapi 

ada Kendala terkait definisi antara publik (umum) dan private (swasta). 

Kendala tersebut adalah kurang jelasnya pembagian antara publik (umum) 

dan private (swasta). Sebenarnya pelayanan publik adalah pelayanan yang 

melibatkan agen semi pemerintah dan banyak organisasi non profit. Kedua 
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pihak tersebut mencurahkan perhatiannya pada pelayanan masyarakat dan 

kepentingan umum.  

Ratminto dan Winarsih (2005 : 39) menyebutkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah suatu konsep yang berisi bagaimana cara menanamkan 

kualitas pelayanan pada setiap fase penyelenggaraan jasa yang melibatkan 

semua personil. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh lima hal yaitu :  

1. Berfungsinya mekanisme voice Pengguna jasa dapat 

menyampaikan atau mengekspresikan ketidak puasannya terhadap 

pelayanan yang di berikan oleh instansi penyelenggara pelayanan 

perijinan.  

2. Adanya birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, 

khususnya pengguna jasa pelayanan.  

3. Terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi pemerintah yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan.  

4. Diterapkannya   sistem   pelayanan    yang   mengutamakan   

kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa pelayanan.  

5. Kuatnya Tawar Jasa Pelayanan hanya akan menjadi baik dan 

berkualitas apabila masyarakat yang mengurus suatu jenis 

pelayanan tertentu mempunyai posisi tawar yang sebanding 

dengan posisi tawar pelayanan.  

 

Menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono (2004 : 70) 

mengemukakan bahwa dari sepuluh dimensi pelayanan dapat di rangkum 

menjadi lima dimensi pokok, yaitu:  

1.  Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu organisasi dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada fihak eksternal.  Penampilan 

dan kemampuan  sarana  dan  prasarana  fisik  organisasi  dan 

keadaan lingkungan sekitarnya bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa.  

2.  Reliability,    atau    keandalan    yaitu    kemampuan    organisasi    

untuk memberikan  pelayanan  sesuai  yang  di janjikan  secara  
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akurat  dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

masyarakat yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua masyarakat tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, 

dan dengan akurasi yang tinggi.  

3.  Responsiveness,   atau  daya  tanggap  yaitu   suatu  kemampuan  

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada masyarakat, dengan menyampaikan informasi yang 

jelas menjadi persepsi yang positif dalam kualitas pelayanan.  

4. Assurance,  atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopan santunan dan kemauan para karyawan untuk 

menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap 

organisasi. Terdiri dari beberapa komponen antara laian 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan  

5. Empaty, atau memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individu atau pribadi yang diberikan kepada masyarakat dengan 

berupaya memahami keinginan masyarakat. Kebutuhan tersebut 

diatas harus dipenuhi oleh penyedia pelayanan (dalam hal ini 

adalah pemerintah). Instansi pemerintah sebagai pemberi layanan 

bisa menjadi beraneka ragam pada berbagai tingkat pemerintah. 

Ada kemungkinan bahwa layanan hanya perlu diberikan pada satu 

instansi di satu tingkat pemerintah saja. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa satu jenis pelayanan umum diberikan dengan 

melibatkan berbagai jenis instansi diberbagai tingkat 

pemerintahan.  

 

 

 Pengelompokan pelayanan menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah :   

 

 1. Kelompok Pelayanan Administrasi merupakan pelayanan yang 
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menghasilkan beberapa bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 

oleh publik.   

 2. Kelompok Pelayanan Barang merupakan pelayanan yang 

menghasilkan beberapa bentuk barang yang dibutuhkan oleh 

publik. 

3. Kelompok Pelayanan Jasa merupakan pelayanan yang 

menghasilkan beberapa bentuk jasa yang dibutuhkan oleh 

publik.  

 

Karena adanya pengelompokan pelayanan seperti yang telah disebutkan 

diatas maka terdapat beberapa pola dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Beberapa pola tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pola Pelayanan  fungsional,  yaitu pelayanan publik diberikan 

oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan.  

2. Pola Pelayanan Terpusat, yaitu pelayanan publik di berikan 

secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait 

lainnya yang bersangkutan.  

3. Pola Pelayanan Terpadu, yaitu pola pelayanan terdiri dari dua 

bentuk yaitu :  

a) Terpadu Satu Atap Pola pelayanan terpadu satu atap 

diselenggarakan dalam tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 

dilayani melalui beberapa pintu. 

 

 b) Terpadu Satu Pintu Pola pelayanan terpadu satu pintu 

diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai 

jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan 

dilayani melalui satu pintu.  

4. Pola Gugus Tugas, adalah pola pelayanan publik yang dalam hal 
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ini petugas   pelayanan publik secara perorangan atau dalam 

bentuk gugus tugas di tempatkan pada instansi pemberi 

pelayanan dalam lokasi pemberi pelayanan tertentu (Mahmudi, 

2005 : 237-238). 

 Berdasarkan alasan ekonomi, dibagi menjadi :   

 a) Pelayanan Profit Oriented, yaitu pelayanan yang bertujuan 

mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dilakukan oleh BUMN / 

BUMD dengan modal milik negara dan mencari keuntungan yang 

besar, dengan kaidah-kaidah dan standar pelayanan dunia usaha 

privat.   

 b) Pelayanan sebagai instrumen pajak, yang diwujudkan dengan 

pemberian hak atas tanah dan bangunan, hak pengelolaan yang 

dikenai pajak atau retribusi.   

 c) Pelayanan Non Profit Oriented, yaitu pelayanan yang tidak 

mencari keuntungan dalam bentuk uang. Pola-pola yang telah 

disebutkan diatas dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan 

pemerintah dapat memilih jenis pola-pola tersebut dalam 

memberikan pelayanan umum. Akan tetapi yang yang paling 

penting adalah masyarakat selaku konsumen mendapatkan 

pelayanan umum yang berkualitas sehingga dapat menciptakan 

kepuasan bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Hal ini 

selaras dengan pandangan dari sisi ekonomi, di mana pemerintah 

selaku penyedia layanan bertindak sebagai produsen layanan yang 

menginginkan produknya dapat laris dijual. Sedangkan 

masyarakat sebagai penerima layanan bertindak sebagai 

konsumen yang menginginkan produk yang berkualitas. 

 Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) melalui Keputusan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1991 

telah memberikan rambu-rambu pelayanan kepada birokrasi publik secara 

baik. Berbagai prinsip pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan 

sendi-sendi : Kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur/tata  cara 
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pelayanan  di selenggarakan secara mudah, lancar dan tidak berbelit-belit 

serta mudah di pahami dan dilaksanakan.   

 1. Kejelasan dan kepastian, menyangkut:  

  a. Prosedur/tata cara umum.  

  b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun adminitratif.  

c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum.  

d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara 

pembayarannya. 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.  

f. Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan atau kelengakapannya, sebagai alat untuk 

memastikan pemrosesan pelayanan umum.  

g. Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).   

2. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum 

dapat memberikan  keamanan  dan  kenyamanan   serta  dapat  

memberikan kepastian hukum.  

3. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, 

satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan 

umum, waktu penyelesaiaan dan rincian biaya/tarif dan hal-hal 

lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di 

informasikan secara terbukaagar mudah di ketahui dan dipahami 

oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.  

4. Efisiensi, meliputi: a. Persyaratan pelayanan umum hanya di batasi 

pada hal-hal yang berkaitan langsung "dengan pencapaian 

sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan 

antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang 

diberikan. b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan 

kelengkapan persyaratan, dalam  hal  proses  pelayanannya  

mempersyaratkan  kelengkapan persyaratan dari satuan 
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kerja/instansi pemerintah yang terkait.  

5. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus di 

tetapkan secara wajar dengan memperhatikan: a. Nilai barang 

atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang 

tinggi diluar kewajaran. b. Kondisi dan kemampuan pelanggan 

(masyarakat) untuk membayar secara umum. c. Ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

6. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan 

pelayanan umum haras di usahakan seluas mungkin dengan 

distribusi yang merata dan di perlakukan secara adil.  

7. Ketepatan waktu, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan 

umum dapat di selesaikan dan dalam kurun waktu yang telah di 

tentukan.  

 Kondisi masyarakat saat ini semakin kritis. Dengan kondisi 

masyarakat yang demikian maka diharapkan birokrasi publik harus dapat 

mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik. 

Harapannya birokrasi publik berubah menjadi dari suka mengatur, 

memerintah dan menggunakan kekuasaan berubah menjadi suka melayani 

dan suka menolong serta bekerja secara professional. Hal yang penting 

harus dilakukan adalah ketika sejauh mana pemerintah dapat menjalankan 

fungsi-fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang 

ekonomis, efektif, efisien (konsep value of money) dan akuntabel kepada 

seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu pemerintah di tuntut 

untuk senantiasa menerapkan prinsip equity dalam melaksanakan fungsi-

fungsinya. Hal ini berarti bahwa pelayanan yang di berikan tidak boleh 

diskriminatif atau memihak salah satu pihak. Artinya pelayanan diberikan 

dengan tidak memandang pangkat, status dan golongan dari masyarakat 

dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-

pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk dapat 

memberikan pelayanan dengan baik dimasa datang Pemda harus 

menanamkan tradisi "strategis plaining" yang diikuti dengan penilaian kinerja 
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secara rutin (T. Keban, 1995: 8). Tradisi "strategis plaining" akan bermanfaat 

apabila semua pihak sadar bahwa menilai diri sendiri/ evaluasi diri 

merupakan suatu langkah terbaik untuk maju. Terlebih lagi bagi Pemda, 

melegitimasi "strategis plaining" merupakan langkah awal yang positif dan 

memberi harapan peningkatan kualitas Pemda itu sendiri.  

 Menurut Dwiyanto (1995) isu kualitas pelayanan semakin penting 

dalam menjelaskan kinerja dalam organisasi pelayanan publik. Kualitas 

layanan seringkali membentuk image masyarakat terhadap organisasi publik. 

Banyak image negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul 

karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 

diterima dari organisasi publik. Sebaliknya image positif terbentuk apabila 

organisasi publik mampu menyediakan pelayanan yang dapat membuat 

masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan tersebut. Berangkat 

dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang 

diberikan oleh pelayanan dalam hal ini yaitu adminitrasi publik adalah 

pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu 

sejauh mana publik berharap dan apa yang akhirnya diterima mereka. 

Dengan demikian perlu melihat dan menilai tentang harapan dan kenyataan 

yang ada, apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pemerintah 

dapat mengkoreksi keadaan agar lebih baik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah serta di lingkungan 

BUMN/BUMD. Penyediaan layanan publik (public service) yang dimaksud 

dapat berupa barang atau jasa dengan sistem, prosedur dan metode 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat atau 

individu sesuai dengan haknya. Dalam hal ini Rasulullah memberi 

keteladanan, bahwa setiap pribadi muslim sangat bangga untuk melayani. 

Baginya, melayani adalah panggailan hati dan sekaligus merupakan salah 

satu ciri diri umat Islam. Menghargai orang lain sebagaimana diri anda ingin 

dihargai.  
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2.4. Kepuasan Masyarakat  

Kepuasan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan antara kinerja atau hasil yang di rasakannya dengan 

harapannya. Kepuasan berkaitan erat dengan kondisi dari individu atau 

kelompok tertentu. Dalam dunia sehari-hari kepuasaan selalu dihubungkan 

dengan pelanggan. Oleh karena itu, yang sering kita dengar sehari-hari 

adalah istilah “kepuasan pelanggan”.   

Beberapa pakar menyebutkan mengenai definisi kepuasan pelanggan. 

Menurut Rangkuti (2002: 30) kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap ketidak sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang di rasakannya setelah pemakaian.  

Sedangkan menurut Irawan (2002: 65) pengertian kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang 

mendapat kesan dari membandingkan hasil pelayanan kinerja dengan 

harapan-harapannya.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan/oraganisasi untuk 

dapat sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan (Fandy Tjiptono, 2005: 19). 

Artinya bahwa pelanggan adalah segalanya dan wajib untuk dipertahankan. 

Kepuasan pelayanan dapat diartikan sebagai hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan oleh aparatur 

penyelenggara pelayanan publik/ birokrasi pemerintahan. Kepuasan 

pelayanan diukur dengan suatu alat pengukuran. Salah satu alat pengukuran 

yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan indeks. Penggunaan 

Indeks bertujuan agar pengukuran terhadap kepuasasan masyarakat dapat 

diukur secara handal (reliable). Indeks yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kita 

kenal dengan “indeks kepuasan masyarakat”.  

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan yang di peroleh dari pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 
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aparatur penyelenggara pelayanan publik (Anonim, 2005 : 104). " Tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan 

merasa kecewa, bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa 

sangat puas (Anonim, 2005:105). Kepuasan masyarakat merupakan hal yang 

sangat penting dan penentu dalam keberhasilan suatu organisasi karena 

masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkan.  

Menurut Hoffman dan Beteson (2010), ”without custumers, the 

service firm has no reason to exist”.  Artinya, tanpa pelanggan, perusahaan 

jasa tidak memiliki alasan untuk bisa eksis.   

Menurut Dutton dkk, (dalam Supraptono, 1998), ukuran kepuasan 

masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan 

pelayanan, suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat, 

dan aspek pelayanan lainnya.  

Menurut Selnes (1993),  kepuasan masyarakat mencakup tingkat 

kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction), kesesuaian pelayanan 

dengan harapan masyarakat (expectation), dan tingkat kepuasan masyarakat 

selama menjalin hubungan dengan instansi (experience).  

Menurut Kepuasan konsumen dengan level of satisfaction yang 

berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda pada perilaku work of 

mouth. Penelitian yang dilakukan Anderson (1998) dalam Erida, 

menyimpulkan bahwa konsumen yang sangat puas atas jasa yang mereka 

konsumsi akan melakukan WOM positif lebih tinggi dari mereka yang puas, 

dan sebaliknya konsumen yang tidak puas akan melakukan WOM negatif 

yang lebih tinggi lagi.  

Kepuasan konsumen dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

dipengaruhi oleh nilai-nilai suatu layanan (service) yang disuguhkan pegawai 

kepada pelanggan (Anwar, 1995: 53). Nilai pelanggan tersebut tercipta 

karena tingkat kepuasan, loyalitas, dan produktifitas yang disumbangkan 

oleh pegawai. Adanya kepuasan kerja yang dinikmati oleh para pegawai 

merupakan upaya yang mendukung terciptanya kualitas layanan yang prima; 
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serta kebijakanperusahaan yang baik akan memberikan layanan terbaik 

kepada para pelanggan. Pada dasamya kepuasan merupakan tingkat 

perasaan konsumen setelah membandingkan antara kinerja layanan yang 

diterimanya dengan kinerja layanan yang diharapkan.  

 
2.5. Kinerja Pegawai  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Kinerja sering 

dikaitkan dengan suatu organisasi dan individu, contoh kinerja yang 

dikaitkan dengan individu adalah kinerja pegawai.  

Menurut Mangkunegara (2002:22) kinerja pegawai merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Mathis dan Jackson (2006:65) menambahkan bahwa kinerja 

merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja 

pegawai menjadi isu yang banyak dibicarakan saat ini. Masyarakat modern 

menjadi lebih jeli dan teliti mengenai kinerja pegawai khususnya pegawai 

yang bekerja dalam sebuah instansi pemerintahan dan SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah).  

Mardiasmo (2010), mengatakan bahwa sistem pengukuran kinerja 

sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer 

sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial 

dan nonfinansial. Kinerja setidaknya harus minimal ada unsur 3E (Value For 

money) yang terdiri dari Ekonomis, Efektif, dan Efisien. Kinerja merupakan 

padanan kata dari "performances".  

Konsep kinerja atau performances menurut Prawirosentono (1992: 2) 

adalah: "Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika".  

Kinerja adalah suatu ukuran yang mencakup keefektifan dalam 
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pencapaian tujuan atau efisiensi yang merupakan rasio dari keluaran efektif, 

terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu (Robbins, 

2002: 145). Jadi ketika seorang telah diterima, ditempatkan pada suatu 

organisasi/unit kerja tertentu maka mereka harus di kelola agar 

menunjukkan kinerja yang baik. Pihak yang bertanggung jawab atas kinerja 

yang telah mereka laksanakan adalah setiap pemimpin pada semua level.  

Bernadin dan Russel (dalam Ruky, 2002: 15) memberikan pengertian 

“performance”sebagai berikut:"performance is defined as the record of 

outcomes produkced on a specified job function or activity during time period 

". Kinerja dapat diartikan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 

fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.  

Lebih lanjut, Irawan (2002: 11) menyatakan bahwa, kinerja 

(performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan 

dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan 

oraganisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga 

macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unitdan kinerja pegawai. 

Kinerja erat sekali hubungannya dengan prestasi kerja.  

Dessler (2006: 87) berpendapat bahwa kinerja (prestasi kerja) 

karyawan adalah prestasi  aktual  karyawan di bandingkan  dengan prestasi  

yangdiharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah 

prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja 

karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang di 

buat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan terhadap karyawan 

lainnya. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, 

apabila diartikan menjadi prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

tercapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

kepada pegawai dalam suatu organisasi (dalam hal ini adalah instansi).  

Sedangkan penilaian kinerja merupakan proses yang di lakukan 

organisasi dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang (Mangkuprawira, 
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2007:223).  

Seorang pegawai harus mencapai kinerja secara maksimal. Untuk 

mencapai kinerja yang maksimal maka diperlukan semangat kerja yang 

besar. Semangat kerja adalah dorongan yang membuat seseorang 

melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga pekerjaan akan dapat 

diharapkan lebih cepat dan lebih baik (Eddy Madiono: 2000). Oleh karena 

itu, di dalam setiap diri seorang pegawai harus ditanamkan semangat kerja 

yang besar. Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai baik oleh perseorangan maupun 

kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Istilah 

kinerja sering digunakan untuk menyebut tingkat keberhasilan individu atau 

kelompok. Sedangkan kinerja bisa di ketahui jika individu atau kelompok 

tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan. Kinerja 

menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melaksanakan tugas 

pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. Sedangkan ukuran baik tidaknya 

hasil kerja dapat dilihat dari mutu atau kualitas yang dicapai pegawai sesuai 

dengan tuntutan organisasi. Kinerja dapat dicapai dengan baik apabila 

pegawai mampu bekerja sesuai dengan standart penilaian yang ditetapkan 

organisasi.   

 

2.6. Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil      

Penelitian SKM  

Berdasarkan keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 

Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penelitian  SKM 

adalah sebagai berikut:  

a. Setiap instansi pemerintah perlu menunjuk atau menugaskan unit 

kerja tertentu secara independen dapat melakukan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan penilaian SKM.  

b. Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut 

melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada 
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pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan 

penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  

c. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit 

pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan 

kepada masyarakat. d. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan 

SKM unit pelayanan, instansi pemerintah yang bersangkutan 

dapat melakukan konsultasi dengan kementerian PAN Cq. Deputi 

Bidang Pelayanan Publik.   

 

Mengenai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai 

dengan Kep-MENPAN No. 63/2004 dilakukan melalui cara : 

a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Pengawasan masyarakat, pengawasan yang dilakukan masyarakat 

berupa laporan/pengaduan masyarakat tentang penyimpangan 

dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik SK 

Menpan No. 63/2004 menyatakan, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

wajib secara berkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada 

pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Penyelengggara 

pelayanan publik yang kinerjanya dinilai baik perlu diberikan penghargaan 

untuk memberikaan motivasi agar lebih meningkatkan pelayanan. 

Penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai belum sesuai yang 

diharapkan oleh masyarakat, perlu terus melakukan upaya peningkatan. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakan 

indikator yang jelas dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik diatur di UU No. 

25/2009  Pasal 35 :  

Ayat (1) Pengawasan Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh 

pengawas internal dan pengawas eksternal.  

Ayat (2) Pengawas internal penyelenggara pelayanan publik dilakukan 

melalui : 

a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) Pengawasan ekternal penyelenggara pelayanan publik 

dilakukan melalui : 

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau 

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

b. Pangawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Madiun. 

 

Salah satu dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah UU RI No. 25/2009, 

bagian kedelapan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dalam rangka pengawasan ini perlu disusun tolok ukur yang dikenal dengan 

istilah SKM. SKM diartikan sebagai data dan informasi tentang kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. 

UU No. 25/2009 juga mengatur tentang evaluasi dan Pengelolaan 

Pelaksana Pelayanan Publik.  
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Pasal 10 : ayat (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi 

terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan organisasi 

secara berkala dan berkelanjutan.  

(2)  Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1, penyelenggara berkewajiban 

melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.  

(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana 

dimaksud ayat 1, dilakukan dengan indikator yang 

jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan 

prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi 

sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

  

3.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif, dengan fokus Survei Kepuasan Masyarakat dalam unit pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat. Unsur pokok dalam penelitian ini adalah Unit 

Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

Jadi dua hal yang berkaitan langsung dalam memenuhi kepuasan 

masyarakat yaitu pemberi pelayanan dan penerima pelayanan publik. Disini 

yang menjadi pemberi pelayanan adalah petugas pelayanan di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan penerima pelayanan 

adalah masyarakat pengguna layanan yang diberikan pemberi pelayanan. 

Kepuasan masyarakat yang menjadi obyek penelitian terdiri dari 13 unsur 

yaitu : 

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif; 

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan; 

3. Waktu penyeleseian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan; 

4. Biaya / tarif, adalah ongkos yang dikenakan pada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 

5. Produk spesifikasi jenis layanan, adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan 

pengalaman; 

7. Perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan; 

8. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 

Prasarana  adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (gedung); 

9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 

10. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan, yaitu tahapan-

tahapan atau cara-cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat apakah sederhana atau rumit; 

11. Kesesuaian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 
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Tiga belas unsur tersebut yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Menurut Singarimbun dan Effendy (2005:78), populasi adalah seluruh 

individu atau obyek yang akan diamati.  

Suharsimi Arikunto (2006: 115) menyatakan bahwa “ Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.” 

Sugiyono (2007: 242) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya;  

Consuelo (1993: 102) populasi adalah “kelompok besar yang 

merupakan sasaran generalisasi”.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah  keseluruhan subjek penelitian yang berada di wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi populasi dalam 

penelitian ini adalah semua masyarakat Kota Madiun yang melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dari pemerintah. 

 Sedangkan pengertian sampel menurut Suharsimi Arikunto (2006: 

117) menyatakan bahwa “ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”;  

Sugiyono (2007: 242) sampel adalah “ Sebagian dari populasi”; 

Latunussa (1988: 88) mengemukakan sampel adalah “Suatu bagian 

dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi”.  

Berdasarkan  pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

sampel adalah  kelompok kecil bagian dari populasi yang dipilih untuk 

mewakili populasi. Sampel yang diambil dari populasi ini harus bersifat valid 

dan representatif atau mewakili. Penentuan sampel ini hendaknya 

disesuaikan dengan karakteristik  populasi, karena nantinya hasil penelitian 
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dari sampel ini akan digeneralisasikan kepada populasi. Jadi sampel harus 

representatif atau mewakili populasi penelitian. Jadi sampel dalam penelitian 

ini diambil dari masyarakat Kota Madiun yang menggunakan jasa pelayanan 

di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Penguna layanan 

didefinisikan sebagai orang yang sedang mendapat pelayanan pada Unit 

pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

 

3.3. Teknik Sampling 

 Pengertian teknik sampling menurut Hadi (2000:75) “Sampling adalah 

cara yang digunakan untuk mengambil sampel”.  

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan dalam mengambil 

sampel dalam sebuah penelitian. 

 Dari beberapa teknik pengambilan sampel, penelitian ini 

menggunakan “teknik simple random sampling”.  dimana semua pengguna 

layanan yang masuk kriteria responden di tiap unit pelayan.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh 

data penelitian. Sesuai dengan variable dalam penelitian ini, maka dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner dan wawancara.  

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan dalam 

penelitian untuk membuktikan hipotesis yang diajukan selanjutnya untuk 

mengambil kesimpulan dari hasil yang diperoleh melalui analisis data 

tersebut. 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan 

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
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                      Total dari Nilai Persepsi per unsur 

IKM          =   ___________________________           x nilai penimbang 

                               Total unsur yang terisi 

                            

Adapun rumus nilai penimbang adalah : 

 

                                                         

Bobot Nilai Rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot     =  1  = 0,0769 

                                             Jumlah Unsur        13 

 

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 

25 – 100 maka hasil penilaian tersebut konversi dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sbb :  

 

 

Keterangan : 

a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan : nilai masing-masing unsur 

pelayanan dijumlahkan kebawah sesuai dengan jumlah kuisioner yang 

diisi responden, kemudian untuk mendapatkan per unsur pelayanan, 

jumlah nilai masing-masing unsure pelayanan dibagi dengan jumlah 

responden yang mengisi. 

b. Nilai Indeks pelayanan diperoleh dengan cara menjumlahkan 13 unsur 

dari nilai rata-rata tertimbang. 

c. U1 s/d U13 = unsur pelayanan 

d. NRR = Nilai rata-rata 

e. SKM = Survei Kepuasan Masyarakat 

f. 25 adalah nilai ketetapan dari SKM  

 

  Sedangkan untuk mengetahui tentang nilai persepsi, interval SKM, 

interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat 

dilihat di tabel berikut : 

  IKM Unsur Pertanyaan  x  25 
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Tabel  1 

Kategorisasi nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, 
mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan 

 

Nilai Interval 

SKM 

Nilai Interval 

Konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D TIDAK BAIK 

2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C KURANG BAIK 

3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B BAIK 

3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A SANGAT BAIK 

 

3.6. Tahapan penyusunan SKM 

Tahapan penyusunan SKM meliputi :  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 1. Tahapan Penyusunan SKM 

 
3.6.1 Persiapan  

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah : 

a. Dalam Pembahasan Kuesioner, CV. INSANIKA  melakukan 

konsultasi dengan pihak Unit pelayanan di Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun. 

PERSIAPAN  

PENGUMPULAN DATA  

PENGOLAHAN DAN 

ANALISIS DATA  

PENYUSUNAN LAPORAN  
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b. Kick-Off Meeting antara CV. INSANIKA dengan Unit pelayanan di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk 

menyusun jadwal pengumpulan data. 

c. Briefing dan Role Play kepada para interviewer (petugas lapangan) 

untuk memastikan bahwa mereka paham dengan maksud kuesioner 

dan mengerti cara-cara pengumpulan data yang efektif. 

3.6.2. Penyiapan Bahan  

1.  Kuesioner 

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner 

sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima 

pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan Survei terhadap 

tingkat kepuasan masyarakat. 

2. Bagian dari Kuesioner 

Kuesioner dibagai atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk 

menganalisis profil responden dalam penilaiannya 

terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. 

Bagian II  :  Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila 

kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak 

diisi) 

Bagian III : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima 

pelayanan yang memuat kesimpulan atau 

pendapat responden terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang dinilai. 

3. Bentuk Jawaban 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara 

umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang 

sangat baik sampai dengan tidak baik.  
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Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi 

nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai 

persepsi 4. penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila : 

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan 

untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya 

tidak efektif. 

2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu 

diefektifkan. 

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga 

prosesnya mudah dan efektif.  

 

4. Kriteria Responden  

Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah 

para pengguna layanan pada Unit pelayanan di Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun. Pengguna layanan didefinisikan 

sebagai orang yang sedang mendapat pelayanan pada Unit pelayanan 

di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.  

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka 

ditanyakan kepada masyarakat terhadap 13 indikator pelayanan. 

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden dan diserahkan 

kepada petugas pengumpul data dari CV. INSANIKA. Petugas juga 

membimbing dan memberi penjelasan jika responden kurang paham 

dengan isi kuisioner.  

Selain itu petugas juga bisa mewawancarai sesuai panduan 

kuisioner yang ada. 
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5) Metode Pemilihan Responden  

Responden dipilih secara simple random sampling dari semua 

pengguna layanan yang masuk kriteria responden di tiap unit pelayan. 

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih 

ditetapkan minimal 140 orang dari jumlah populasi penerima 

pelayanan , dengan dasar : 

 

 

 

 

 

6) Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara 

tatap muka (face to face interviews) dengan menggunakan kuesioner 

terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini 

adalah pembekalan tim pelaksana Survei, pengawasan wawancara, 

pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan back-

checking responden dan proses validasi kuesioner. 

Pengumpulan data dilakukan di lokasi Survei. Penerima 

pelayanan diberi kuisioner dan / atau diwawancarai tatap muka. Hal 

ini dilakukan pada saat responden sedang menerima pelayanan.  

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui Survei kepada 

masyarakat yang menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum 

tersebut, dengan jumlah responden adalah minimal 140 (seratus 

empat puluh) orang.  Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan 

dalam periode bulan April – Mei tahun 2019. 

Kuisioner yang terisi, dikumpulkan, diolah secara kuantitatif 

menggunakan aplikasi Excel. Lalu dilakukan proses dan analisa data 

sesuai standar.  

 

Jumlah Responden  minimal 140 orang dari 
jumlah populasi penerima layanan dengan 
dasar (“Jumlah unsur”) x 10 = jumlah 
responden (14) x 10 = 140 responden 
(Categorical Data Analysis oleh  FREEMAN) 
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3.7. Laporan Hasil Pengukuran SKM 

Hasil Survei disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi 

dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan 

Unit pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan 

dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam Penyusunan Laporan ini juga dimasukkan Renstra 

Organisasi Perangkat Daerah Pelayanan, sehingga paramater 

penilaian unit pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kota Madiun melalui Survei Kepuasan Masyarakat juga akan di 

sinkronisasikan dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah 

Pelayanan tersebut, sehingga dapat diketahui hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat apakah sudah sinkron atau belum dengan Renstra 

Organisasi Perangkat Daerah pelayanan di Unit pelayanan di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

 

3.8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 

No. Kegiatan1 
Hari Ke- 

Ket 
1 - 7 8- 14 15 - 40 47 - 55 56 - 60 

1. Persiapan      7 hari 

2. Verifikasi Lapangan      7 hari 

3. Survei      26 hari 

4. Finalisasi      15 hari 

5. Pelaporan/Penyerahan      5 hari 
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3.9. Tim Penyusun dan Pengolah Data Hasil SKM 

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN 

(DAFTAR PERSONIL) 
Tenaga Ahli 

 (Personil Inti) 

Nama Personil 
Perusahaan 

 

Tenaga 

Ahli 

Lokal/Asin

g 

Lingkup 

Keahlian 

Posisi 

Diusulkan 

Uraian 

Pekerjaan 

Jumlah 

Orang 

Bulan 

MULA KARTIKA 

YUDA.,S.Psi 

CV. 

INSANIKA 
Lokal 

Survey 

dan 

Analisis 

Team 

Leader 

Mengkoordinas

i seluruh 

pekerjaan 

 

1 

Tenaga Pendukung  

(Personil lainnya) 

Nama Personil Perusahaan 

Tenaga 

Ahli 

Lokal/Asin

g 

Lingkup 

Keahlian 

Posisi 

Diusulkan 

Uraian 

Pekerjaan 

Jumlah 

Orang 

Bulan 

NURCHOLIS, SH. 
CV. 

INSANIKA Lokal 

Analisis 

Data  

 

Analisis 

Data 

Pengolahan 

dan Analisis 

Data 

1 

FANDI 

HARDHYONO, 

S.Psi 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Operator 

Operator 

Komputer 

 

Operator 

Komputer 

 
1 

DEDE SUKMA 

WIJAYA, S.E 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

ANDIKA ADE 

ARIYANTO, S.Pd 

 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

INDRA BUDI 

PRASETYA, SP, 

M.Si 

 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

PUTRI 

DAMAYANTI, 

S.Sos 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

RIZKY 

FEBRIANTO 

HARI PRAYOGO, 

S.E 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

ARIYANA 

BARENDS 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 

MIMIN HERMINI, 

S.E 

CV. 

INSANIKA Lokal 
Ahli 

Survey 
Surveyor 

Petugas Suvey 

 
1 
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BAB IV 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

  

4.1 Gambaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun 

Gambaran umum Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota 

Madiun tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (terlampir dalam 

Lampiran). 

 

4.2.  Gambaran Responden Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna pelayanan 

di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Dari seluruh 

populasi diambil 146 orang sebagai sampel. 

 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

menunjukkan bahwa berdasarkan umur, responden berumur < 20 tahun 

sebanyak 1 orang (0,68%), usia 20 – 29 tahun sebanyak 19 orang 

(13,01%), usia 30 – 39 tahun sebanyak 38 orang (26,03%), usia 40 – 49 

tahun sebanyak 45 orang (30,82%), usia > 50 tahun sebanyak 43 orang 

(29,45%).  
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                     Gambar grafik 1. Profil Responden berdasarkan Umur 

 

Dari sisi usia responden, ternyata mayoritas masih banyak usia 

produktif. Hal ini tergolong sudah cukup matang untuk berfikir dan 

menentukan pilihan. Sehingga dalam memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang disusun, diyakini telah dipikir secara benar dan pilihan yang ditentukan 

pasti sudah dipikir secara matang tanpa dipengaruhi pihak lain. 

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan responden 

laki-laki sebanyak 56 orang (38,36%) dan responden perempuan sebanyak 

90 orang (61,64%). 

 

Gambar grafik 2. Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari sisi jenis kelamin laki-laki cenderung lebih berani dalam 

menyatakan pendapat/penilaian. Dan pihak perempuan relatif lebih banyak 

pertimbangan dalam menentukan pilihan. 

 Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan ternyata SD 

sebanyak 15 orang (10,27%), SMP sebanyak 30 orang (20,55%), SMA 
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sebanyak 78 orang (53,42%), D1/D2/D3 sebanyak 11 orang (7,53%), S-1 

sebanyak 12 orang (8,22%), dan S2 sebanyak 0 orang (0%). 

 

Gambar grafik 3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan 

Melihat dari kondisi tingkat pendidikan tersebut, maka kecenderungan 

pola berfikir sudah bagus dalam menentukan pilihan dan atau menilai 

sesuatu, termasuk dalam hal survei kepuasan masyarakat ini. 

Profil responden berdasarkan Jenis Pekerjaan ternyata PNS/ TNI/ 

POLRI sebanyak 1 orang (0,68%), Pegawai Swasta sebanyak 15 orang 

(10,27%), Wiraswasta / Usahawan sebanyak 58 orang (39,73%), Pelajar/ 

Mahasiswa sebanyak 2 orang (1,37%), dan Lainnya sebanyak 70 orang 

(47,95%). 

 

Gambar grafik 4. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan utama 

 

4.3. Hasil Analisis 13 unsur pelayanan dalam pengukuran Survei 

Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun  
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Tabel 2. Tabel Deskriptif Statistik Responden 

         Nilai 
Unsur 

Total jawaban Responden 

1 2 3 4 Jumlah 

U1 0 2 130 14 146 

U2 0 4 121 21 146 

U3 0 13 117 16 146 

U4 0 0 0 146 146 

U5 0 8 116 22 146 

U6 0 4 127 15 146 

U7 1 9 115 21 146 

U8 0 15 102 29 146 

U9 0 1 35 110 146 

U10 2 5 120 19 146 

U11 1 10 112 23 146 

U12 1 5 113 27 146 

U13 0 3 105 38 146 

 
Tabel 3. Tabel Prosentase Deskriptif Statistik Responden 

 

         Nilai 

Unsur 

Total Prosentase Jawaban Responden 

1 2 3 4 Jumlah 

U1 0 1,37 89,04 9,59 100 

U2 0 2,74 82,88 14,38 100 

U3 0 8,90 80,14 10,96 100 

U4 0 0 0 100 100 

U5 0 5,48 79,45 15,07 100 

U6 0 2,74 86,99 10,27 100 

U7 0,68 6,16 78,77 14,38 100 

U8 0 10,27 69,86 19,86 100 

U9 0 0,68 23,97 75,34 100 

U10 1,37 3,42 82,19 13,01 100 

U11 0,68 6,85 76,71 15,75 100 

U12 0,68 3,42 77,40 18,49 100 

U13 0 2,05 71,92 26,03 100 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran pendapat masyarakat 

tentang 13 unsur sebagai berikut : 

a) Persyaratan pelayanan (U1) 

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik persyaratan 
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teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Gambar grafik 5. Persyaratan Pelayanan 

Pendapat responden terhadap persyaratan pelayanan ternyata 1% 

responden menilai kurang sesuai, 89% responden menilai sesuai, dan 10% 

responden menyatakan sangat sesuai. Kondisi ini sudah bagus namun masih 

perlu ditingkatkan lagi. 

Dalam menentukan persyaratan harus seminimal mungkin dan dikaji 

terlebih dahulu agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan yang 

diberikan. Bila perlu disederhanakan lagi. Persyaratan harus diinformasikan 

secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf 

cetak dengan jarak pandang minimum 3 meter atau disesuaikan dengan 

kondisi ruangan. 

 

b) Prosedur Pelayanan (U2) 

Setiap penyelenggara pelayanan seharusnya memiliki SOP Pelayanan 

yang berfungsi sebagai : petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan, informasi 

bagi penerima pelayanan, pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme 

kerja yang efektif dan efisien, pengendali/kontrol dan acuan masyarakat dan 

aparat pengawasan dalam melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap 

konsistensi pelaksanaan kerja. Kepastian dan kurun waktu pelaksanaan 
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pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di loket 

pelayanan. 

 

                     Gambar grafik 6. Kesesuaian Prosedur Pelayanan 

 

Mengenai kesesuaian prosedur proses pelayanan pada unit 

pelayanan ini : 83% responden menilai prosedur pelayanan mudah, dan 14% 

responden menyatakan prosedur pelayanan sangat mudah, serta hanya 3% 

responden saja yang menilai prosedur pelayanan kurang mudah.  

Pelayanan kepada masyarakat seharusnya cepat dan tepat. Apabila 

pelayanan tidak cepat dan tidak tepat maka pengguna jasa layanan 

cenderung dirugikan. 

c) Waktu Penyeleseian Pelayanan (U3) 

 

                        Gambar grafik 7. Waktu Penyeleseian Pelayanan 
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Dari segi waktu penyeleseian pelayanan yang ditetapkan sudah 

sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut  9% responden menilai kurang 

cepat, 80% responden menilai waktu penyeleseian pelayanan sudah sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, dan 11% responden menilai waktu 

penyeleseian pelayanan sangat cepat.  

Waktu penyeleseian pelayanan menjadi penting karena menyangkut 

masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Dalam setiap pelayanan harus terukur 

waktunya dan harus ada kepastiannya. Penyelenggara pelayanan tidak boleh 

mengulur waktu dan memberi kesan bahwa urusan sulit dan butuh waktu 

lama, padahal tidak demikian. Setidaknya dari informasi masyarakat 

penilaian pelayanan yang diberikan petugas terbilang cepat 

waktu penyeleseian pelayanan juga bisa berarti bahwa cepat atau 

lamanya pelayanan dapat diketahui berdasarkan penilaian pelayanan yang 

ada selama ini. Misalkan pengurusan izin pengobatan tradisional, 

permohonan surat izin produk industri rumah tangga atau PIRT,  Kartu 

Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun, dan surat surat yang 

membutuhkan tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun setempat, apabila selambat – lambatnya diseleseikan 

dalam waktu 1 hari maka dalam waktu maksimal 1 hari harus sudah selesei. 

Sehingga masyarakat merasa puas. 

d) Kewajaran Biaya / Tarif dalam pelayanan (U4) 

Informasi biaya ini harus jelas besarannya dan apabila gratis harus 

jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Sebab 

apabila pelayanan ke penerima pelayanan diberikan secara gratis, artinya 

beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung pemerintah. 

Disisi lain, jika besaran biaya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

harus diinformasikan secara jelas di papan secara terbuka. Namun jika 

terlalu mahal dan tinggi bahkan biaya tidak jelas rinciannya tentu dirasa oleh 

masyarakat terlalu memberatkan, apalagi ditambah lagi biaya-biaya lain 
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diluar biaya pokok atau diluar ketentuan yang ditetapkan. Jadi biaya/tarif 

harus pasti. Jika penerima pelayanan mengeluarkan biaya, maka kewajiban 

penyelenggara pelayanan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran. 

Khusus pelayanan yang dikenakan biaya, maka sosialisasi biaya yang 

harus dibayarkan oleh penerima pelayanan secara transparan sangat 

diperlukan sehingga penerima pelayanan mengetahui besar biaya yang harus 

dibayarkan.  

Begitu juga kalau gratis, harus diumumkan secara terbuka dan 

dipatuhi secara sungguh-sungguh oleh petugas pelayanan dengan menolak 

jika masyarakat memberikan uang ataupun lainnya. Transparansi ini bisa 

dilakukan melalui pembuatan brosur dan informasi di loket/ruang 

tunggu/papan informasi di tempat pelayanan 

 

                      Gambar grafik 8. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan 

Dari segi kesesuaian biaya/tarif pelayanan yang ditetapkan sesuai 

dengan pelaksanaan, menurut 100% responden menilai biaya / tarif 

pelayanan sudah sesuai dengan peraturan daerah atau keputusan Walikota 

Madiun yaitu gratis. 

e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) 

Hasil pelayanan yang diberikan petugas pelayanan dan diterima oleh 

masyarakat harus baik atau memuaskan, sehingga semua pelayanan di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dapat berjalan tanpa 

suatu halangan apapun.  
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Gambar grafik 9. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Pendapat responden terhadap Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

menyatakan bahwa 6% responden menilai kurang sesuai, 79% responden 

menilai sesuai, dan 15% responden menilai sangat sesuai. 

Produk Spesifikasi jenis pelayanan di Unit Pelayanan Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun ada berbagai macam, 

diantaranya : permohonan surat izin produk industri rumah tangga atau 

PIRT,  Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan lain lain.  

f) Kompetensi Pelaksana Pelayanan (U6)  

Untuk kompetensi pelaksana yakni kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman; ternyata, 3% responden menilai petugas kurang kompeten 

sedangkan ada 87% responden menilai petugas kompeten, dan 10% 

responden menilai petugas sangat kompeten. 

 

Gambar grafik 10. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 
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Pendapat responden bahwa tolok ukur/standart kemampuan bagi 

petugas itu adalah apabila petugas tersebut mampu dan menguasai bidang 

tugasnya masing-masing, tepat sasaran dalam menangani permasalahan dan 

disiplin dalam arti tepat waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, 

penting bagi petugas untuk selalu menambah pengetahuan dan 

kemampuannya baik melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan lain sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

g) Perilaku Pelaksana Pelayanan (U7)   

Petugas pelayanan hendaknya menjaga sikap dan tutur kata yang 

baik. Semua pegawai harus bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat 

demi menciptakan kepuasan masyarakat.  

 

                       Gambar grafik 11. Perilaku Pelaksana Pelayanan 

 

Pendapat responden terhadap Perilaku Pelaksana pelayanan 

ternyata, 1% responden menilai tidak sopan dan ramah, 6% responden 

menilai kurang sopan dan ramah, 79% responden menilai pelaksana 

pelayanan melayani dengan sopan dan ramah, dan 14% responden 

menyatakan pelaksana pelayanan melayani dengan sangat sopan dan 

ramah. Kondisi ini sudah bagus namun masih perlu ditingkatkan lagi. 
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Dari hasil wawancara dengan responden mengenai kesopanan dan 

keramahan petugas ternyata tidak ada petugas yang tidak memperdulikan 

masyarakat dan masyarakat sering menemui meja pelayanan dalam keadaan 

petugas yang selalu sopan dalam menangani masyarakat. 

Petugas yang sopan dan ramah membuat masyarakat merasa puas 

terhadap pelayanan meski terkadang pelayanan yang diberikan mengalami 

kekeliruan sekalipun, akan tetapi dari kesopanan dan keramahan petugas 

membuat masyarakat juga bersikap sopan dan tertib. 

Tetapi Penilaian responden yang sudah baik harus dipertahankan 

bahkan ditingkatkan. Namun bagi petugas yang kurang sopan dan ramah 

harus segera diubah perilakunya. Pemberi pelayanan hendaknya harus 

bersikap sopan, santun, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

h) Sarana dan Prasarana (U8)  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana  adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 

(gedung). 

Setelah disurvei tentang Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, menyebutkan : 10% 

responden menilai cukup, 70% responden menilai baik, dan 20% responden 

menilai sangat baik. 



 

  

 

 

Laporan SKM Dinkes & KB Kota Madiun Tahun 2019 

 
 

53 

 

                                 Gambar grafik 12. Sarana dan Prasarana 

Kondisi tersebut diatas cukup baik, namun perlu adanya peningkatan 

Sarana dan Prasarana seperti, ruang tunggu yang nyaman dan luas, tempat 

parkir yang memadai, perangkat komputer yang menunjang pelayanan, 

ruangan yang ber – AC, dan lain sebagainya. 

i) Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan (U9) 

Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

Berdasarkan Survei bahwa pengelolaan pengaduan di unit pelayanan 

di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, ternyata 1% 

responden menyatakan ada tetapi kurang berfungsi, 24% responden 

menyatakan berfungsi kurang maksimal, dan 75% responden menyatakan 

penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola dengan baik oleh unit 

pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

 

                Gambar grafik 13. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
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Namun keberadaan alur bagan mekanisme dan tata cara 

pengelolaan pengaduan yang telah dibuat dan disosialisasikan di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun setidaknya sudah 

memberikan informasi yang cukup. Masyarakat menjadi lebih tahu dan 

mendapatkan kesempatan yang luas untuk menyampaikan pengaduan. 

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan 

antara lain : penyediaan kotak saran, sms, portal pengaduan dalam website 

dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Ketika kotak saran disediakan 

dan ternyata tidak ada yang masuk bukan berarti pelayanan sudah baik. 

Tetapi masyarakat cenderung mempunyai beban psikologis saat  

menampaikan pengaduan melalui surat dan memasukkan ke kotak saran. 

Maka di era informasi dan komunikasi lebih canggih dan variatif diantaranya 

bisa menggunakan HP, BB, WA, Line, email dll 

 

j) Kemudahan Mendapatkan Informasi Pelayanan (U10) 

Untuk memperoleh informasi pelayanan, masyarakat dapat 

mengetahui informasi yang terdapat dalam papan informasi ataupun 

bertanya kepada petugas pelayanan. 

 

Gambar grafik 14. Kemudahan Mendapatkan Informasi Pelayanan 
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Pendapat responden terhadap kemudahan mendapatkan informasi 

pelayanan ternyata, 1% responden menilai tidak mudah, 4% responden 

menilai kurang mudah, 82% responden menilai mudah, dan 13% responden 

menyatakan sangat mudah. Kondisi ini sudah bagus namun masih perlu 

ditingkatkan lagi. 

k) Kesesuaian jadwal pelayanan (U11) 

Kesesuaian jadwal pelayanan menjadi penting karena menyangkut 

masyarakat yang ingin berkunjung ke Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Jadwal pelayanan yang di 

beritahukan lewat papan pengumuman di dinding-dinding kantor. Misalkan 

jam buka jam 08.00 WIB  - jam 12.00 WIB dan Istirahat Jam 12.00 WIB – 

13.00 WIB lalu dilanjutkan lagi Buka pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB. Jadwal 

pelayanan dapat dilihat di dinding Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun. 

 

Gambar grafik 15. Kesesuaian jadwal Pelayanan 

Dari segi kesesuaian jadwal pelayanan yang ditetapkan sudah sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan, menurut 7% responden menilai kurang sesuai, 

77% responden menilai sudah sesuai, dan 16% responden menilai sangat 

sesuai.  

Kesesuaian jadwal pelayanan sangat penting untuk diperhatikan, 

mengingat personil Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 
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juga memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang ingin 

berkunjung ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

Sehingga personil harus mematuhi jadwal yang telah di tetapkan oleh Kepala 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk menjaga agar 

pelayanan tetap berjalan. 

l) Keamanan Pelayanan (U12) 

Keamanan di sekitar lokasi pelayanan menjadi hal yang sangat 

penting, di lokasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

sudah terdapat tempat parkir yang cukup luas untuk karyawan dan 

masyarakat yang membawa mobil dan sepeda motor. Untuk keamanan 

memang seharusnya ada petugas parkir / jaga yang selalu ada di area 

Parkir.  

 

                 Gambar grafik 16. Keamanan Pelayanan  

Dari segi keamanan pelayanan, menurut 1% responden menilai tidak 

aman, 3% responden menilai kurang aman, 77% responden menilai 

lingkungan pelayanan sudah aman, dan 19% responden menilai lingkungan 

pelayanan sudah sangat aman.  

m) Kenyamanan Lingkungan Pelayanan (U13) 

Kenyamanan lingkungan pelayanan merupakan hal yang sangat 

penting bagi pasien, hal ini dikarenakan lingkungan dapat mempengaruhi 

faktor psikologis responden ketika mendapatkan pelayanan.  
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Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam 

memberikan pelayanan, harap memiliki standar tempat pelayanan seperti, 

ruang tunggu yang dingin dan ber – AC, lahan parkir yang memadai, dan 

tempat duduk yang nyaman. 

 

                         Gambar grafik 17. Kenyamanan Lingkungan Pelayanan 

 

Dari segi kenyamanan lingkungan pelayanan, menurut 2% responden 

menilai kurang nyaman, 72% responden menilai sudah nyaman, dan 26% 

responden menilai sangat nyaman.  

Di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota madiun, kondisi 

lingkungan di ruang tunggu sudah cukup nyaman. Kalau ada hal yang 

kurang nyaman biasanya terjadi banyaknya pasien yang mengantri, dan 

biasanya terjadi pada hari senin.  

1) Analisis Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan nilai SKM 

dimana hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 

Analisis Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang 

 

NO 

 

INDIKATOR 

JUMLAH 

NILAI PER 
KATEGORI 

HASIL 

PENGUKURAN 

1 Persyaratan pelayanan 3,08 Baik 

2 Prosedur Pelayanan 3,12 Baik 
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3 Waktu penyeleseian pelayanan 3,02**) Kurang Baik 

4 Kewajaran Biaya / Tarif 
Pelayanan 

4,00*) Sangat Baik 

5 Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 

3,10 Baik 

6 Kompetensi pelaksana pelayanan 3,08 Baik 

7 Perilaku Pelaksana pelayanan 3,07 Baik 

8 Sarana Dan Prasarana 3,10 Baik 

9 Penanganan Pengaduan, saran, 
dan masukan 

3,75 Sangat Baik 

10 Kemudahan mendapatkan 

informasi pelayanan 

3,07 Baik 

11 Kesesuaian Jadwal pelayanan 3,08 Baik 

12 Keamanan pelayanan 3,14 Baik 

13 Kenyamanan lingkungan 

pelayanan 

3,24 Baik 

Sumber data primer CV. INSANIKA 
Ket  :  * = tertinggi 

          ** = terendah 

 

Berdasarkan jumlah nilai per kategori pada tabel diatas nilai terbesar 

berada pada indikator Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan dengan nilai 

kategori 4,00. Sedangkan nilai terendah berada dalam indikator Waktu 

penyeleseian pelayanan dengan nilai 3,02. 

 

2) Analisis Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 Setelah diketahui besarnya Nilai Rata-rata tertimbang maka langkah 

slanjutnya menghitung nilai SKM. Interprestasi nilai SKM antara 25 – 100 

maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : 

IKM Unit Pelayanan X 25 

      Atau 

IKM Unit Pelayanan = Nilai IKM x 100 

    4 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Semua unsur Pelayanan  sudah 

memenuhi harapan masyarakat kecuali unsur Waktu penyeleseian pelayanan 

yang berada dalam kategori “Kurang Baik”. 

Sedangkan unsur Waktu penyeleseian pelayanan perlu ditingkatkan 

lagi agar harapan dari masyarakat bisa tercapai. 

 

3) ANALISIS BOBOT NILAI SKM 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

penilaian SKM dimana dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

 
 

Tabel 5 
Analisis  Nilai Bobot SKM 

 

 

NO 

 

INDIKATOR 

JUMLAH 
NILAI PER 
KATEGORI 

NRR Per 
KATEGORI 

1 Persyaratan pelayanan 3,08 0,24 

2 Prosedur Pelayanan 3,12 0,24 

3 Waktu penyeleseian pelayanan 3,02**) 0,23 

4 Kewajaran Biaya / Tarif 
Pelayanan 

4,00*) 0,31 

5 Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 

3,10 0,24 

6 Kompetensi pelaksana pelayanan 3,08 0,24 

7 Perilaku Pelaksana pelayanan 3,07 0,24 

8 Sarana Dan Prasarana 3,10 0,24 

9 Penanganan Pengaduan, saran, 
dan masukan 

3,75 0,29 

10 Kemudahan mendapatkan 
informasi pelayanan 

3,07 0,24 

11 Kesesuaian Jadwal pelayanan 3,08 0,24 

12 Keamanan pelayanan 3,14 0,24 
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13 Kenyamanan lingkungan 

pelayanan 

3,24 0,25 

 Jumlah  3,22 

 Nilai SKM (3,22*25)  80,43 

 

Berdasarkan jumlah nilai per kategori pada tabel ditas, dapat dilihat 

bahwa nilai rata-rata per kategori terbesar berada pada indikator Kewajaran 

Biaya / Tarif Pelayanan. Hal tersebut dilihat dari nilai kategorinya sebesar 

0,31. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,23 berada dalam indikator Waktu 

penyeleseian pelayanan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bagian terakhir ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

Adapun kesimpulan dan saran perbaikan diuraikan sebagai berikut : 

 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang dilakukan oleh CV. 

INSANIKA, dapat disimpulkan secara rinci sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun secara umum mempunyai kategori kinerja  

BAIK (80,43), walaupun masih ada penerima pelayanan yang belum 

merasakan kepuasan yang maksimal atas pelayanan yang diberikan. 

2. Unsur yang paling perlu dipertahankan adalah Unsur Kewajaran Biaya / 

Tarif Pada Pelayanan mempunyai kategori dengan nilai SANGAT BAIK 

(4,00). Hal ini terlihat dari 100% responden menyatakan Biaya / Tarif 

Pada Pelayanan di unit pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun sesuai dengan Biaya / tarif yang ditetapkan oleh 

Peraturan Daerah Kota Madiun yaitu gratis. 

3. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mempunyai kategori 

dengan nilai SANGAT BAIK (3,75).  Hal ini dapat terlihat dari 24% 

responden menyatakan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

berfungsi kurang maksimal, dan 75% responden menyatakan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dikelola dengan baik. dan 

hanya 1% responden yang menyatakan Penanganan Pengaduan, Saran 

dan Masukan ada tetapi tidak berfungsi. 
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4. Unsur Kenyamanan Lingkungan Pelayanan mempunyai kategori dengan 

nilai BAIK (3,24). Hal ini dapat terlihat dari 72% responden 

menyatakan Kondisi Lingkungan Pelayanan yang nyaman, dan 26% 

responden menyatakan Kondisi Lingkungan Pelayanan yang sangat 

nyaman. Hanya 2% responden saja yang menyatakan kurang nyaman. 

5. Unsur Keamanan pelayanan mempunyai kategori dengan nilai BAIK 

(3,14), Hal ini dapat terlihat dari 77% responden menyatakan Kondisi 

Lingkungan Pelayanan yang aman, dan 19% responden menyatakan 

Kondisi Lingkungan Pelayanan yang sangat aman. Sedangkan ada 3% 

responden yang menilai kurang aman, dan hanya 1% responden saja 

yang menilai tidak aman. 

6. Unsur Prosedur Pelayanan mempunyai kategori dengan nilai BAIK 

(3,12). Hal ini dapat terlihat dari  83% responden menyatakan prosedur 

pelayanan mudah dan 14%  responden menyatakan prosedur pelayanan 

sangat mudah. Serta hanya 3% responden saja yang menilai prosedur 

pelayanan kurang mudah  

7. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mempunyai kategori dengan 

nilai BAIK (3,10). Hal ini dapat terlihat dari 79% responden 

menyatakan hasil pelayanan yang diterima di Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan, dan 15% responden merasa sangat sesuai. Sedangkan yang 

merasa kurang sesuai hanya 6% responden saja.  

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana mempunyai kategori dengan nilai 

BAIK (3,10). Hal ini dapat terlihat dari 10% responden menilai cukup, 

70% responden menilai baik, dan 20% responden menilai sangat baik. 

9. Unsur Persyaratan Pelayanan mempunyai kategori dengan nilai BAIK 

(3,08). Hal ini dapat terlihat dari 89% responden menyatakan 

persyaratan pelayanan di unit pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun sudah sesuai dengan jenis pelayanan, dan 10% 

responden merasa sangat sesuai. Sedangkan yang merasa kurang sesuai 

hanya 1% responden saja.  
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10. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan mempunyai kategori dengan 

nilai BAIK (3,08). Hanya 3% responden saja yang menyatakan 

pelaksana pelayanan kurang kompeten. Sedangkan yang 87% 

responden menilai pelaksana pelayanan kompeten, dan 10% responden 

menilai pelaksana pelayanan sangat kompeten. 

11. Unsur Kesesuaian Jadwal Pelayanan mempunyai kategori dengan nilai 

BAIK (3,08). Hal ini dapat terlihat dari 77% responden menyatakan 

Kesesuaian Jadwal pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana Kota Madiun sesuai (banyak tepatnya) dengan jadwal yang 

tercantum dalam dinding ruangan yang dipasang di dalam ruang tunggu 

/ jam buka sesuai dengan jadwal pelayanan, dan 16% responden 

merasa sangat sesuai. Sedangkan yang merasa kurang sesuai hanya 7% 

responden saja.  

12. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan mempunyai kategori dengan nilai 

BAIK (3,07). Hal ini dapat terlihat dari 79% responden menilai petugas 

memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, dan 14% responden 

menilai petugas memberikan pelayanan dengan sangat sopan dan 

ramah, sedangkan ada 6% responden yang menilai petugas memberikan 

pelayanan dengan kurang sopan dan ramah, serta hanya 1% responden 

saja yang menilai petugas memberikan pelayanan dengan tidak sopan 

dan ramah. 

13. Unsur Kemudahan mendapatkan informasi Pelayanan dalam 

memberikan pelayanan mempunyai kategori dengan nilai BAIK (3,07). 

Hanya 1% responden saja yang menyatakan tidak mudah mendapatkan 

informasi Pelayanan, serta ada 4% responden yang menyatakan kurang 

mudah mendapatkan informasi Pelayanan. Sedangkan yang 82% 

responden menilai mudah mendapatkan informasi Pelayanan, dan 13% 

responden menilai sangat mudah mendapatkan informasi Pelayanan. 
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14. Unsur yang paling perlu ditingkatkan yaitu Unsur Waktu penyeleseian 

pelayanan mempunyai kategori dengan nilai KURANG BAIK (3,02). 

Hanya 9% responden saja yang menilai kurang cepat, sedangkan 80% 

responden menilai pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan atau banyak cepatnya, serta 11% responden 

menilai waktu penyeleseian pelayanan sangat cepat 

 

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Unsur yang telah berhasil dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik di 

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah semua 

unsur kecuali unsur Kemudahan mendapatkan informasi Pelayanan 

yang berada dalam kategori “Kurang Baik”. Hal tersebut harus 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi karena nilai skor per kategori 

rata-rata adalah 3,0644. 

2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Pelayanan 

Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

adalah 3,22. Apabila dikonversikan dengan nilai dasar 25, maka 

hasilnya adalah 80,43. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

dikatakan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun secara umum 

mempunyai kategori kinerja  BAIK. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil temuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit 

Pelayanan Publik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun perlu 

disampaikan saran perbaikan sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan persyaratan pelayanan, disarankan dalam 

memberikan aturan persyaratan pelayanan harus mengacu pada 

prakmatis realitis operasional. Walaupun setiap jenis kegiatan 
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memiliki karakteristik persyaratan yang berbeda tapi harus mengacu 

pada praktis operasional tanpa menghilangkan substansinya. 

2. Berkaitan dengan prosedur pelayanan, disarankan untuk membuat 

SOP  yang sesederhana mungkin dan termudah dalam 

pelaksanaannya, tanpa menghilangkan substansinya. 

3. Berkaitan dengan waktu pelayanan, disarankan bahwa petugas 

pelayanan perlu dilatih dan dibiasakan agar kecepatan pelayanan 

dapat diraih dengan optimal. Mempercepat pelayanan memiliki arti 

ganda, yakni : perlu adanya insentif untuk mempercepat kegiatan 

pelayanan atau perlu pelatihan agar petugas pelayanan dapat 

dengan mudah melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut. Hal ini 

perlu dimusyawarahkan bersama antara di intern Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 

4. Berkaitan dengan spesifikasi produk jenis layanan, Macam produk 

pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

harus tertuang dan terpampang secara jelas dan nyata di sekitar 

tempat pelayanan karena keterbukaan informasi pelayanan menjadi 

hal yang penting bagi semua pihak, sehingga ada kejelasan dan 

kepastian 

5. Berkaitan dengan Kompetensi pelaksana pelayanan, disarankan 

untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan di Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat dengan mengadakan refresing atau 

penyegaran setiap berkala agar kemampuan petugas pelayanan 

tetap terjaga dengan baik. 

6. Berkaitan dengan Perilaku Pelaksana Pelayanan, disarankan Unit 

Pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

menerapkan 4 S ( Senyum, Salam, Sapa, dan Solusi). Setiap petugas 

pemberi pelayanan perlu dilatih dan dibiasakan dalam memberikan 

pelayanan harus dengan banyak senyum dan sopan. Dengan cara ini 

petugas akan tetap merasa segar, tidak capek saat memberi 

pelayanan. Disamping itu perlu pemberian batas waktu (shift) 

tertentu untuk mengurus suatu kegiatan pelayanan sehingga petugas 
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tidak berat memberikan senyuman dan selalu enak dan segar 

dipandang. 

7. Berkaitan dengan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, 

disarankan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

mempunyai Tim Kerja, berfungsi menerima dan memproses keluhan 

serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat 

pengguna layanan seperti memanfaatkan website Dinas Kesehatan 

dan Keluarga Berencana Kota Madiun, telepon, SMS centre, Email 

atau kotak saran. 

8. Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana perlu adanya peningkatan 

Sarana dan Prasarana seperti, ruang tunggu yang nyaman dan luas 

dan Ber - AC, tempat parkir yang memadai, perangkat komputer 

yang menunjang, Adanya nomor antrian digital sehingga antrean 

panjang dapat diatasi, dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan Pertanyaan Terbuka yang disampaikan lewat keusioner 

maka ada beberapa saran dan masukkan yang diberikan oleh responden 

terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kota Madiun.  

 

1. Pelayanan sudah memuaskan (16 responden). 

2. Pelayanan perlu ditingkatkan lagi (18 responden). 

3. Pelayanan sudah cukup bagus (19 responden). 

4. Sangat Memuaskan (11 responden). 

5. Pelayanan sangat bagus dan cepat (4 responden). 

6. Pelayanan sudah bagus dan lancar (5 responden). 

7. Hanya mohon pakai senyum biar lebih adem, sesuai dengan motto : 

senyum, sapa, dan salam (1 responden). 

8. Senyum, sapa, salam, perlu ditingkatkan lagi (1 responden). 

9. Lebih maju lagi (1 responden). 
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10. Lumayan bagus karena pelayanannya cepat dan jelas (1 responden). 

11. Membingungkan (1 responden). 

12. Sangat mudah dan cepat (2 responden). 

13. Sudah memenuhi persyaratan (1 responden). 

14. Semoga ke depan bisa lebih canggih lagi (1 responden). 

15. Kurang jelas dalam memberikan informasi terlalu buru buru, usahakan 

dipertanyakan setiap masalah biiar sejelas-jelasnya (1 responden). 

16. Harus selalu bisa memuaskan hati masyarakat Madiun (1 responden). 

17. Informasi yang kami terima berubah-ubah, beda petugas lain lagi 

informasinya (1 responden). 

18. Lebih ditingkatkan dalam pelayanan biar cepat selesei urusannya (1 

responden). 

19. Sudah sesuai dengan harapan masyarakat (1 responden). 

20. Ruang tunggu Perlu ditambah sarana Wifi (3 responden). 

21. Kami pengguna KISS sangat puas hati dengan layanannya (1 

responden). 

22. Pelayanan kurang memuaskan, terutama bagian pengaduan KIS 

(Karyawan agak judes) (1 responden). 

23. Pelayanan ramah (2 responden). 

24. Pelayanan sudah bagus (12 responden). 

25. Lebih meningkatkan pelayanan terkait dengan peralihan Kartu 

Jamkesmasta ke KIS, karena manyarakat banyak yang merasa kesulitan 

untuk mendapatkan kartu tersebut. (1 responden). 

26. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan ke depannya (1 responden). 

27. Tempatnya bersih (1 responden). 

28. Lebih ditingkatkan mutu pelayanannya (1 responden). 

29. Pelayanan lebih ramah lagi (3 responden). 

30. Fasilitas dan ruang tunggu cukup memuaskan (1 responden). 

31. Sudah sesuai (1 responden). 

32. Petugasnya ramah, pelayanan juga cepat (1 responden). 
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33. Ruang tunggu dikasih TV biar nyaman (1 responden). 

34. Puas dan Nyaman (1 responden). 

35. Pelayanan kurang cepat (2 responden). 

36. Pegawai melayani dengan ramah dan sabar, serta waktu tunggu yang 

cepat (1 responden). 

37. Jika ada info tentang cancel / ditolak berkas pengurusan pelayanan 

kesehatan mohon info kepada yang bersangkutan (1 responden). 

38. Proses pelayanan cepat dan ramah (1 responden). 

39. Mohon lebih diperhatikan proses pembuatan KIS (kurang cepat jadinya) 

(1 responden). 

40. Pelayanan kurang mudah, karena pada saat saya pengambilan Kartu 

KISS terlambat dalam pengambilan sudah dianggap tidak aktif kartunya, 

harus mengurus kembali, itu artinya membuang waktu saya (1 

responden). 

41. Fasilitas sangat baik dan memadai (2 responden). 

42. Dalam hal layanan pengaduan perlu ditambah (1 responden). 

43. Proses pembuatan Kartu KIS dipercepat (1 responden). 

44. Keramahan petugas perlu ditingkatkan dan fasilitas perlu ditingkatkan (1 

responden). 

45. Alhamdulillah sudah lumayan memuaskan (1 responden). 

46. Pelayanan sudah maksimal (1 responden). 

47. Tolong lebih dimaksimalkan lagi kualitas pelayanan (1 responden). 

48. Perlu adanya sosialisasi ke RT atau RW melalui PKK tentang KIS (1 

responden). 

49. Kadang kadang pelayanan mudah dan cepat tetapi kadang kadang rumit 

(1 responden). 

50. Petugas pelayanan harap ditambah, sebab kalau kien banyak (over 

kapasitas) tidak tercover (1 responden). 

51. Bagus tapi jangan cepat cepat kalau menjelaskan (2 responden). 

 



 

 

 

 

 Laporan SKM Dinkes & KB Kota Madiun Tahun 2019 

 
 

 

69 

52. Sistem antrian sudah bagus, pelayanan ramah dan cepat, serta 

kebersihan sudah bagus (1 responden). 

53.  Untuk 7 Responden tidak memberikan saran / masukkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

   

Survei Kepuasan Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu 

upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan pada unit 

pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun mampu 

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu Survei 

Kepuasan Masyarakat juga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja 

pelayanan, instrumen Survei Kepuasan Masyarakat ini sekaligus dapat dijadikan 

evaluasi bagi kinerja pelayanan.  

Untuk itu Survei Kepuasan Masyarakat harus dilaksanakan secara 

berkala, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali oleh pihak 

eksternal sebagai kontrol netralitas pelaksanaan survei. Survei Kepuasan 

Masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan 

kualitas dan inovasi pelayanan publik serta replikasi inovasi pelayanan publik.  

 Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan hasil baik, 

tetapi peningkatan kualitas pelayanan tetap harus menjadi perhatian bagi Dinas 

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Hasil survei ini harus mampu 

menjadi sarana introspeksi dan pemicu semangat untuk lebih meningkatkan 

pelayanan. 

  Demikian hasil survei kepuasan masyarakat untuk penyelenggara 

pelayanan publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun 

tahun 2019. Dan semoga dengan Survei Kepuasan Masyarakat mutu pelayanan 

di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun meningkat dari tahun 

ke tahun. 
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